Memmbang

Mengingat

YA ANDLING

PROVINSL DAWA BARAT
PERATURAN DAERAT KOTA BANDUNCG
NOMOR 12 TAHUN 201
UEENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIELANJA DAERAH
PAHUN ANGOARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALLKROTA BANDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 311

avat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhice dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Dacrah, perlu membentuk Peraturan

Dacrtah tentang Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah

Fahun Angearan 2018;

1o Pasal 18 ayat (©) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Undang Undang  Nomor 1o fahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Daerah hota  Besar  dalam
Lingkungan  Provinst - Djawa  Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dacrah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesta Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
19564 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan
17 Tahun 1980 (Republik Indonesia Dahulu)  tentang
Pembentukan hota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di
Diawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 581);

3. Undang-Undang .
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeritnahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang ...




10.
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13.

14::

15.

16.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 teniang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat I Bandung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3358);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan ...
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19.

20.
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22.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

23. Peraturan ...
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27,

28.

Pernturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinian dinmn Pengawanan Penyelenggaraan
Pemerintoehan  Daeranh (Lembaran  Negara  Republik
Indoneaia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Nepara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Keschatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

29. Peraturan ...




29,

30.

31.

32.

33.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 198);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
34. Peraturan ...



34.

35.

36.

S

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2015 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Rp 6.672.618.474.393,00
2. Belanja Rp 7.239.813.537.305.,00 ()
Surplus/ (Defisit) Rp (567.195.062.912,00)

3. Pembiayaan ..




3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 787.195.062.912,00
b. Pengeluaran Rp  220.000.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto Rp 567.195.062.912,00

Sisa lebih pembiayaan Rp 0,00

Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp3.397.309.517.811,00
b. Dana Perimbangan Rp2.411.773.211.263,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah
Rp863.535.745.319,00.
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah Rp2.644.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah Rp230.000.000.000.00
c. Hasill Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan
Rp66.902.854.788,00
d. Lain-lain  Pendapatan Asli Daerah vang Sah
Rp456.406.663.023,00.
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Rp409.584.331.263,00
b. Dana Alokasi Umum Rpl .643.076.905.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp359.111.975.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah Rp70.000.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya Rp793.535.745.319,00




Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdir
dari:
a. Belanja Tidak Langsung Rp3.275.344.568.607,04
b. Belanja Langsung Rp3.964.468.968.697,96.

(2) Belanja Tidak Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai Rp2.744.968.994.189,26
b. Belanja Subsidi Rp108.825.685.200,00

Belanja Hibah Rp414.507.834.470,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Rp1.000.000.000,00

e. Belanja Tidak Terduga Rp6.042.054.747,78.

%

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai Rp351.334.401.459,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp2.150.792.515.584,07
c. Belanja Modal Rp1.462.342.051.654,89.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari:

a. Penerimaan Rp787.195.062.912,00
b. Pengeluaran Rp220.000.000.000,00.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas jenis penerimaan pembiayaan yaitu SiLPA Tahun
Anggaran sebelumnya Rp787.195.062.912,00.

(8) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan yaitu Penyertaan

Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp220.000.000.000,00.

Pasal ...
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Pasal 5
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Leanpiran 1

Lampiran 1V

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran X

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Pemerintahan Doaerah dan Organisas:,
Rincian APBED Menurut Urusan Pemerintaban
Dacrah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Permbinyaan;

Fekapitulasi Belanja menurat Urusan
Pemerintaban  Daerah, Organisasi, Program
dan Kepiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan  Daerah  dan  Fungsi  dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan,

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan,

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lain-lain;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran
ini;

Daftar Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.




Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannva

dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
11UB):
YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(13/329/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRET%T DAERAH KOTA BANDUNG,

*( _SETDAW—




